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KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI KARENA 
PERKOSAAN TERKAIT ETIKA KEDOKTERAN 
 
ABSTRAK 
 
Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  terdapat beberapa 
ketentuan tentang aborsi yaitu Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77. Permasalahan 
aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam undang-
undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam 
praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi di 
berbagai lapisan masyarakat. Undang-undang melarang praktik aborsi, tetapi 
dalam keadaan tertentu terdapat pengecualian. Penegakan hukum pidana yang 
berkaitan dengan aborsi karena perkosaan dilihat dari etika kedokteran menurut 
Moeljatno, bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan Criminal act. Beliau 
menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti 
istilah Strafbaar feit atau delict. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan 
Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan 
criminal act, jadi berbeda dengan istilah Strafbaar feit yang meliputi pertanggung 
jawaban pidana. Criminal act menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim 
disebut dengan actu reus. Perbuatan pidana (criminal act) harus dibedakan dengan 
pertanggung jawaban pidana. Hasil dari penelitian adalah Aborsi dengan alasan 
perkosaan diperbolehkan menurut peraturan UU Kesehatan, hal tersebut 
dikarenakan dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam Pasal 75 
terkandung makna bahwa kehamilan akibat perkosaan dapat menyebabkan trauma 
psikologis bagi korban perkosaan. Pada intinya hukum formal yang mengatur 
masalah aborsi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menolak aborsi. 
Pengecualian diberikan jika ada indikasi medis sebagaimana tercantum dalam 
Undang-Undang Kesehatan.  
Kata kunci : kebijakan, hukum pidana, aborsi, etika kedoteran 
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POLICY OF CRIMINAL LAW TO ABORTION BECAUSE 
RELATED RAPE OF DOCTOR ETHICS 
 
ABSTRACT 
 
In UU No. 36 year 2009 about Health of there are some rule of about 
abortion that is Section 75, Section 76 and Section 77. problems Abortion obtain 
get the legitimasi and coherent. By eksplisit, in this law there are section arranging 
to regarding the abortion, though medical to in practice contain various reaction 
and generate controversy in various society coat. Law prohibit the practic 
abortion, but in a state of certain there are exemption. Straightening of criminal 
law of related to abortion because rape seen from doctor ethics of according to 
Moeljatno, that analogous crime by Criminal act. He refuse emphatically to use 
the term of doing an injustice in the place of term of Strafbaar feit or delict. Tone 
with the opinion Moeljatno, Roeslan Saleh also say that that crime is analogous by 
criminal act, become to differ from the term of Strafbaar feit covering 
responsibility of crime answer. Criminal Act according to him mean the 
deportment and effect, inveterate referred by actureus. Crime ( criminal act) have 
to be differentiated by crime answer. Result from research is abortion by the 
reason of rape enabled by according to regulation of UU Health, the mentioned 
[of] because of in UU No.36 Year 2009 about health in Section 75 consisted in by 
meaning that pregnancy effect of rape can cause the psychological trauma to rape 
victim. Its nucleu core is formal law arranging problem aborsi express that 
Indonesia government refuse the aborsi. Exemption given by  if there is medical 
indication as contained in Medicare Legislation. 
Keyword : criminal law policy, abortion, doctor ethics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
